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BUPATI HALIVIAI{ERA BARAT,

L4er:imbang : a 
:*&x ;:*ffiffi*xff;"";r?13ffir"E}"lfx"*?,xi#,*iF
Katrrupaten l{almahera Barat Ta}run Anggaran 2A21' rnaka

berdasarkan i'asal 4 avat (3i dan arTat i4) iruruf c Peraturan

FerrrerintahNomor12Tahun20lgtentangPengeloiaanKeuangai:
naerah dan peraturan Menteri Dniam Negeri Nomor 77 Tahu&

202otentangPedomanTekrrisPengelolaanKeuanganl}aera}r,
Bupati Selaiu Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaal

:lengetotaanKeuan.ganDaerahperlurr:elimpali.kanKekrrasaan
pengelolaan x*"ufs"" dimaksuci kepada Kepala Perangkaf-

Daerah cli Lingku*S-t t' Pemerintah Kabupaten llaluratrera Rarat'

setra gai l'e.j abai t'e** grttg Keu'enangan Krlasa Pengguna Anggarar:

rlalarn pelaksana* tig"Jpokok rlan fungsi Perangkat Daerah;

t.}.hahw.aberrlasarkarnpertimbangansebagaimanadimaksudlruruf
a, periu menetapkdn Keputusan Iiupati tentang Pelimpah*n

KekuasaanFerrgelalaarrK".ru,,ga',I}aerahelariBupacSelakrt
x*p*r* ]faerah f,epada Kepala perangkat Daerah Di Lingkllngan

Pemerjntah Kabupaten Halmahera Barat sehrrlgai Prjabat

Pemegang Kern'enangan Kuasa Pengguna Anggaran Tahrm

Anggaran 20'24.

Mengingat : 1. Undang-undang Nornor 60 'lahun 1958 tentang Penetapatr

Undang-unciangNomor23DaruratTahunl9STtentang
Pembentukar: Daerah-daerah srn'atantra Tingkat trI Dalam Wilayn]:

Daerahsr.vatant,raTingkatlMalukttmeniadiUrrdang_rrndang;
2,Unciang-unrlangNomor46TahrlnlqggtentarrgPetrhertukan

ProvinsiMalukuLlta,ra,KabupatenBuru<lanKabupatenMalriku
TenggaraBarat,SebagairnanaTelahDiubahDenganUndang-
unrlang Nomor 6 Tahun 2000;

3,Undang-undangNomorlTahun2003terrtangPembentukan
Kabupat,en llpri.malrera LTtara. Kabr'r"paten Halrnahera $elatar:.,

Kabuprrten Keprilauarr Sula, Kabupaten Flalnrahera Timur darr

Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Urrciang-unrtang Nomor 17 Tahrrn 2003 tentang Keuangan Negara;

5'Undarrg-urrrlangNr:morlTahun2004tentangPerberrdaharaarr
Negara;

('"Unel.ang'urrclangNomorS'lahun2014tentangAparatrrrSipil
Negara;

7. Undang-undang Nornor 23 'lahun 2$L4 tentang Perrerin&lhan

Daerah;
8. Unclang-unrlang NOmor 1 Tahufl 2$']'2 teirtang ]{ufiungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemeriiltahan llaerah;
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q" Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dnna

Perimtrangan;
10. Feraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201q tenta-trg Pengelolaan

Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Ilalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O l.entang

Fedoman Teknis Pengelolaan Keuangan l)aerah;
1ll. Frraturan lJaerah Nornor 2 Tahun 2O2L tentan6l Perubahan Atas

Peral.uran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahi.i*
2OL6 tentang Pembtntukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten llaknaheru Rarat;
13. Peraturan L)aerah Kabrupaten Haknahera tsarat Nomor 2 Tahun

'2{J2'2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Ireraturan lJaerah Nomor' 2 Tahur: 2A'23 tentang Perubahan Ked*a

Atas Peraturan Daelah Kalrupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2A16 tentang Pernbentukan dau susunan Perarrgkat

Daerah Kabupaten i{almahera Barat;
15. Peraturan l)a.erah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun

2023 tentang Anggaran Pendapatan rlan Belanja lla*rah
Katlupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O24;

16. Feraturan Bupati Fiahnahera Barat Norror Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Ilendapatan dan l3elanja Daerah Kal:upaten
Haknahera Llar-at Tatrun Anggaran 2fl24.

IUEMUTUSXAH:

Melimpahkan Kekgasaan Pengeiolaan Keuangan llaerah dari
Bupati $elaku Kepala Daerah keparla Kepala Perangkat Tlar:rah di
Lingkungan Pemerintah Daerair KaLmpaten Ilaknairera Barult
sebagai Pejabat Pemegang Ker,l'enangan Kuasa Pengguna Anggar:an

Tahun Anggaran 2024.

pelimpahan setragalimana dirnaksurl Diktr-im Kesatn, Kepala
Ferangkat llaelah Lrertugas :

a. Men"yusun RI(A-SI{FD;
t). tulenyusun DPA-SKPD;
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeiuaran atas

tietran Anggaran Belanja;
{i. Melaksanakan anggaran SKPD yang riipirnpinn;ra;
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pemba-varan;
f, Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. Mengarlakan ikatanlpr:rjanjian kerjasama dengan Pihak lai:r

cialam batirs Anggaran yans telah ditetapkan;
h. Menarrdatangani SPM;
i. Mengeloia utang dan piutailg yang rnenjadi tanggu*g jawab:

SKPD t-ang dipimPinnYa;
j. &{enyusun dan menyampaikan lapotan keuangan SKPI} yang

dipimpinn-va;
k" lVlengawasi pelaksanaan Anggaran SKPI) yang dipimpilrnva;
1. Menetapkan PPTK darr PPK $K}']l);
u:. h{enetapkan pejabat lainnya dalarn sKPll yang dipimpinrva

cialarn rangka Pengeiolaan Keuangan Daerah; rlan
n. Bertanggutg jarnatr atas pelaksanaan tugasn_ya kepada Kepa-la

L)aerah melalui Sekretaris Daerah.

Peiimpahan setragainana dimaksud Dikturn Kesatu, Kepala
Perangkat l)aerah diberi wewenang untuk:
€r. Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan {PPK} yang

berwenang melaksanakan fungsi tata keuangan pada satuan
Kerja Perangkat Daerah {SKPD);
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b. Menun-juk Pe.iabat Felaksana 'feknis Kegiatan {PPTK) -\'ang
trenvenang meiaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu pro${ram sesuai bictang tugas pacla Satuan Ke{a
Pe::angkat Daerah iSKPD);

c. Menunjuk trejabat yang berwenang menandatanS;ani Snrat
Bukti Pemungutar: Pendapatan Daerah.

cl. h.{enunjuk Pejabat yang tleruienang menanelatangani Surat
Bukf.i Peilungutan Pendapatan llaerah;

e. Menunjlk Pernbantu Bendafuata Penerimaan dan Pembar:itu
Bendahara Pengelual an.

Penr-injukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana clinraksud dalam
Iliktum Kesatu, tetap tlerpecloman pada ketentuan Peraturait
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keu+rnga-n

Ifaerah dan Peraturart }v{enteri Dalam Negeri Nomor 77 Tal:r:r:
2O}O tentanr{ Pedoman Teknis Pengelglaan Keuangan l}aerah dan
ketent.uan Perundang- undangan lainnya.

Pelimpahar: sebagaimana maksud Diktum Kesatu para Kepala
Pr:rangkat llaerah i:efianggungiaw'ab penuh atas lrengeioia*n
Keuangan pada Perangkat l)aerah yang dipimpinn-v-a sesuai
ketentuan. pet:atu ran perutrd ang-und angan yang berlaku'

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di : Jailolo
pacla tanggal : 9- Januari ').At4'

BUPATI I-IALM RAx-&*f,

f !b:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2" Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
;1" iladan Pemeriksaan Keuangan Per:,vakilan Maluku Utara di Ternate.
+. Inspektur inspektorat Katlupaten Hahnahera tsa.rilt tli Jailolo,
5. Kepaia BKAD Kab. Hahnahera Barat di Jailolel,
tt. Yang trersangkut.an untuk diketahui dan seperlunya"

Ass. Bid" trko. & Peml,rangunan

tiabag. Hukum & Orgs
JAMES UAITG


